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STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI




Pada tanggal20 dan 23 Aprll1999, DPR RI dalam SidangParipuma telah menyetujui
dan mengesahkan 2 nncengan Undang-undang Otonomi Daerah serta 8 Undang-
undang pembentukan Daerah Tingkat II yang diajukan oleh pemerintah. Undang-
undang tersebut meliputi :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tehun 7999 tentang pemerintahan
daerah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Delapan undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, yaitu : Kotamadya
Banjarbaru, Kabupaten Bengkayang, Kotamadya Temate, Kabupaten Lampung Timuq
Kabupaten Luwu utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kotamadya Depok serta Cilegon
dan Kotamadya Dumai.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 22 tahun 7999 tentang pemerintahan
daerah. Otonomi daerah diberi pengertian sebagai kewenangan daerah otonomi untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, sedangkan
daerah otonom atau daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan
Republik Indonesia.
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi,
daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingn
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Masing-
masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubugan hirarki satu sama
lain, artinya bahwa daerah propinsi tidak membawahi daerah kabupaten dan daerah kota,
tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi,
keg'asama dan atau kemitraan dengan daerah kabupaten dan daerah kota dalam kedudukan
masing-masing sebagai daerah otonom.
Daerah otonom atau daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah
dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Daerah
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Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan dalam bidang:






IGwenangan bidang lain yang meliputi :
l. Kebijikan tentang Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan asional
secara makro
2. Dana perimbangan keuangan
3.  S is tem admt is t ras i  neg ' ' '  dan  lembaga perekonomian neger t
4. Pembinaan dan pemberdtynnsumber daya manusia .
5. pendayagurr"r, sumbei daya alam serta teknologi tinggi yang strategrs
6. Konservasi
7. Standarisasi
Kewenangan pemerintahanyangdiserahkan kepada da93h ddam rangfu desentralisasi
harus disertaide"g; p.ny.r"hrrr?rtt pengalihan pembiayaan, sarana.dan Prasarana'
serta sumb er dtyi -rrrrrrir sesuai d."gti kewenangan yang diserahkan tersebut'
Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup ;
7. Kewenangan dalam bidang pemerintah ^nyangbersifarlintas kabupaten dan 
kota'
serta r"* ."""gr;  dr ' r r -  b idang pemerintahan tertentu la innya'
Z. IGwenangrn y*g"tidak atau belum dapi't dilaksanakan daerah kabupaten 
dan kota'
Kewenangan propinsi sebagai wilayah- administrasi mencakup kewenangan dalam
bidang pemerintail;;t";g dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah'
Kewenangan d*trh krbrp#n dan-daerttt t oo *."I1*p semua kewenangan 
pemerinah
selain kewenang;t;G menjadi wewenang propinsi sebagai daerah otonom dan
wewenang Pemerintah.




3. Pendidikan dan kebudayaan'
4. Pertanian.
5. Perhubungan.
6. Industri dan Perdagangan'
7. Penanaman modal'
8. Lingkungan hiduP'
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Daerah berwenang mengelola sumber dayayangberupa sumber daya alam, sumber
daya buatan, dan sumber daya inanusia yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung
jawab memelihara kelestarian lingkungan.
Kewenangan daerah atas wilayah laut terdiri dari :
1. Wilayah daerah propinsi 12 mrl laut dari garis panrai.
2. Wilayah daerah kabupaten dan daerah kota adalah sepertiga dari batas laut daerah
propinsi (4 mil laut dari garis pantai).
Kewenangan daerah atas wilayah laut meliputi :
1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut
yang menjadi kewenangannya.
2. Pengaturan kepentingan administratif
3. Pengaturan tata ruang.
4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang
dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
5. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah
dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sumber pendapatan daerah terdiri atas :
1. Pendapatan asli daerah tfangterdiri dari :
e. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
d. LainJain pendapatan asli daerah yang sah (antara lain hasil penjualan aset daerah
dan jasa glro).
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari :
a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan bangunan dan Penerimaan dari sumber daya alam.
b. Dana alokasi umum
c. Dana alokasi khusus
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (antara lain hibah, atau penerimaan dari
daerah propinsi atau daerah kabupaten kota lainnya dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan).
Bagtan daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan, perkotaan
dan perkebunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diterima langsung
oleh daerah penghasil, tidak termasuk bagian pemerintahan dari penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan yang dikembalikan ke daerah.
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Penerimaan sumber daya alam adalah penerimaan egara yang berasal dari pengelolaan
sumber daya alam, antara iain bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan
gas bumi, kehutanan dan Perikanan'
Bagian daerah dari penirimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan serta
kehutanan dan sumbei d2rya tbm, diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya
untuk pemerataan.
pajak dan restribusi daerah ditetapkan dengan undanB-undang penentuan tarie tata
cara pemunguran pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengn peraturan daerah sesuai
dengan ketentuan undang-undang.
pemerintahan daeratidrprt -il"kukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan
atau sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan
DpRD. pinjaman daii dalam negeri diberitahukan kepada pemerintah dan dilaksanakan
sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah.
pinjaman d"i"*"r"g"ritersumber dari pemerintahan, lembaga komersial dan atau
p.rrerb'itan obligasi daerah diberitahukan kepada pemerintah sebelum peminjaman
tersebut dilaskanakan. Peminjaman dari ,,r*b.l. dana pinjaman yang berasal dari luar
negeri harus mendapatkan piersetujuan pemerintah. Mekanisme tersebut memberi
*.i".rrng p"d" pe-.rintah untuk melakukan evaluasi dari berbagai aspek mengenai
dapat tida"knya uiulan pinjaman daerah berarti tidak langsung sudah mencerminkan
peisetujuan pemerintah atas usulan tersebut'
' 
Daerah d"prt menetapkan pajak dan retribusi dengan peraturan daerah sesuai denpn
ketentuan undrrrg-rrrrdang. U"tut mendorong pemberdtyaan daerah, pemerintah
memberi insentif dskal darinon fiskal tertentu yang akan diteupkan berupa.kemudahan
pembangunan prasarana, Penyebaran lokasi industri strategis, penyebaran lokasi pusat-
p,tttt perbankan nasional dan sebagainya'
2 .PERMASALAHAN OTONOMI  DAERAH
Beberapa masalah pokokyang perlu segera ditan-Bani-meliputi .^-
l. Sejak UU No. 5 Tahun tOi+ sa plidengan OU No. 22 dan25 tahun 1999 tersebut
diirndangkan hingga dewasa ini, belum tJrdapat ukuran baku atau pokokyang dapat
dipakai sebagal li-dasan untuk membentuk Daerah Tingkat II yang baru ataupun
untuk menghapuskannya bila persyaratan-persyaratan tertentu menurut UU sudah
tidak dipen"uhi lagi. Persyaratan yang diberikan.untuk membentukDaerah Tingkat
II pada prr"t + ^ .f^t t,U'U No. 
'S 
fin"" 1974hanya merinci secara kualitatif saja,
y"itr, r k *"*pr"n etonomi, jumlah penduduk, hras daerah, pertahanan kemanan
nasional drn i.rryrratan lairi yrtg -"-ungkinkan untuk membentuk Daerah
Tingkat II secira iyaadan bertang;lttgja*"b seperti halnya pembinaan kestabilan
poliiik, kcsatuan banpa dan lain sebagainya'
Z. Koordinasi fungsioni'l dalam penjehslan UU No..5 Tahun 7974 ditegtskan bahwa'
kepala wilayahialam semuali"gk"t (gubernur, bupati, walikotamadya, walikota
administra,i". a"" camat) adali'h sefagai penguasa tunggal dalam arti sebagai
administrator pemerintahan, pembangitt.tt a* administrator kemasyarakatan'
lakultas Ikonomi Universitas (atolik Widya Mandala Surabaya 21
IURNAT w I I )YA  MANAJ IMIN  &  a l ( uN IANs l ,  Yo l .  I  No .  1  ap r i t  2001  :  l g -26
Kepenguasaan tunggal dalam administrator pemerintahan dapat dikatakan telah
brjalan lancar namun untuk fungsi yang kedua (administrator pembangunan) dan
ketiga (administrator kemasyarakatan) dapat dikatakan masih banyak yang belum
berperan secara efektif Dalam system pengambilan keputusan yang tidak konsisten,
dapat melahirkan keputusan-keputusan birokrat yang tidak tegas, dimana hal ini
merupakan akibat dari alur pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan,
yang berjalan baik dari pusat ke daerah, maupun dari daerah ke pusat, melewatijalur
instruksional/fungsional yangberbeliVtidak langsung (lihat skema 1). Dari skema
1 tersebut jelas bahwa produVoutput perencanaan yang akan dihasilkan juga tidak
akan benar-benar terintegrasi, sebab sering terdapat gap dan overlapping yang tidak
dapat terselesaikan antar daerah atau instansi. Pelbagai masalah di atas dapat terjadi
akibat belum terdapatnya kejelasan tentang fungsi administrator pembangunan dan
administrator kemasyarakatan di negara kita.
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Dalam hal ini, hingga dewasa ini, perencanaan pembangunan di Inonesia baik di
tingkat pusat, Dati I maupun Dati II dapat dinilai sudah memadai. Namun demikian
Uifiailihat dari hasil-hasil pembamgunan yang dicapai baikyang dilalcukan oleh pemerintah
maupun swasta, ternyata masih banyak terjadi deviasi atau distorsi dalam pembangunan.
Untik memperkecil deviasi atau distorsi dalam pembangunan ini, minimal harus
inemperhatikan 5 faktor yang meliputi :
1. Sifat rencana yang akan menjadi dasar pelaksanaan tersebut elah mengandung ciri-
ciri yang berorientasi pada pelaksanaan. Dengan kata lain bahwa rencana tersebut
mungkin untuk dilaksanakan dalam praktek.
2. Proses perencanaan tersebut etap mengandung unsur kontinuitas dan fleksibilitas.
Dengan demikian selalu perlu adanya reformulasi dalam rencana dan reimplementasi
dalam pelaksanaannya, bila terjadi pembiasan.
3. Perencanaan hendaknya diusahakan seoperasional mungkin. Dalam hal ini misalnya
dapat dijabarkan menjadi perencanaan tahunan, perencanaan program, ataupun
perencanaan ProYek.
4. Adanya suatu-sisiem pengendalian guna menyerasikan jalannya pelaksanaan rencana
dengan perencanaan yang telah digariskan.
5. Dalam pror., p.r.n."rrrin tersebut hendaknya terdapat pula unsur- pelaporan dan
erraluasi yrrrg irngrt berguna untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan
keputur* dlla- l.r.rr.tttttn selanjutnya taupun guna mengadakan pembetulan
kembali bila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan'
Bila kelima p.rry"trltr itu telah dimasukkan dalam penyusunan Perencanaan dan
pelalsanaan p.-t"rrgunan, maka Proses pembangunan akan menjadi kontinyu dan
Lonsisten ,.rt" k bi.ri ,t",t distorsi yang terjadi dalam pencapaian sasaran pembangunan
akan menjadi lebih kecil.
3 .  STUDI  KASUS TENTANG USULAN KIAT PENINGKATAN
PAD DI  KOTAMADYA SURABAYA
1. Potensi APBD Kotamadya Surabaya
Selama 5 tahun terakhirAPBD Kotamadya Surabaya masih terus meningkat dengan
ratA-rata23,33% per tahun. Proporsi PADF terhadap APBD Kotamadya Surabaya rata-
rata sebesa r 32,g0h, namun proporsi tersebut menurun dari 37 ,68o/o tahun L994/1995
menjadi tinggal Z+,il+%tahun 1gg8/1ggg. Pertumbuhan PAD selama 5 tahun terakhir
lebifi rendJh- bila dibandingkan pertumuhan APBD yaitu hanya sebesar 77,13o/o'
2. Potensi dan Peningkatan PAD
a. Potensi PAD
penyumbang pAD terbesar selama 5 tahun terakhir adalah pajak daerah dan
retribusi daerah. Eerdasarkan kedua pos PAD ini saja telah menyumbang 85%,
lebih dari seluruh penerimaan PAD dan sisanyayang sekitar 15% berasal dari bagian
laba BUMD, p.nerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain'
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b. Ton coro peningh,atan PAD
7- Untuk pajak pembangunan I bagi restoran besar baik yang berlokasi di dalam
hotel mauPun yang berada di luar, tidak ditarik lagi secara konvensional
berdasarkantarget api dialihkan berdasarkan omzet dengan cara memasang
mesin kas di setiap kegiatan yang diqnline-kandengur Dinas Pendapatan Daeralr-
Dengan demikian penerimaan retribusi daerah akan meningkat karena adanya
efisiensi penarikan pajak daerah dan terhindarnya kebocoran teknis maupun
adminstratif
2. Retribusi parkir dapat ditarik lewat perpanjangan STNK (Surat Tirnda Nomor
Kendaraan) motor maupun mobil berdasarkan banyaknya roda dari kendaraan
yang bersangkutan misalkan untuk sepeda motor Rp. 30.000,00 per tahun, roda
3 Rp. 35.000,- per tahun, roda 4 Rp. 50.000,00 per tahun, roda 6 Rp. 75.000,-
per tahun, roda 8 Rp. 100.000,00 per tahun dan seterusnya. Dengan demikian
di dalam kota menjadi bebas parkir danjuru parkir akan dibayar dari sebagian
hasil penerimaan retribusi tersebut.
3. Untuk retribusi kebersihan, selain penarikannya dititipkan lewat PDAM juga
dapat dipertimbangkan lewat PLN dengan cara alih sistem penarikan tersebut.
Retribusi daerah pendapatannya kan meningkat karena terdapatnya efisiensi
penarikan dan beralihnya sistem target ke sistem on zet terutama untuk retribusi
parkir.
4. Mengadakan perbaikan sistem manajemen dan kontrol pada perusahaan milik
daerah terutama untuk PDAM, Perusahaan daerah Pasar dan Pirusahaan Daerah
Rumah Potong Hewan.
5. Membuat sistem komputer on-linc dalam mencatat penerimaan dari dinas-dinas
DISPENDA
6. Mengevaluasi penguasaan tanah Pemda di seluruhwilayah kotamadya Surabaya
dan memberikan kesempatan mengalihkan menjadi sertifikat hak milik seluas
600lo sampai dengan 80% dari yang tertera pada luas tanah yang tercatat. Sisa
207o sampai dengan 40% kepemilikan lahan Pemda tersebut harus ditempatkan
pada posis i yang mengfiadep/berbatasan dengan jalan. Hal ini untuk menjaga
bila Pemda mengadakan pelebaranjalan, sehinga tidak akan mengeluarkan-lagi
uang pengantian.
7. Memperluas sistem ke{asama dalam bentukBuild Operate anil transfer (BOT)
dengan pihak swasta ataupun perorangan.
8. Memanfaatkanintcmatiorul nft loan unatkpembiayaan pengolahan tinja limbah
domestilg melalsanakan program kali benih dan sebagainya dengan mengunakan
dana dari World BenlqJerman Barat dan lain-lain.
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3. Penanggulangan Baniir di Kotamadya Surabaya
Penanggulangan banjir di kotamadya Surabaya tidak hanya sekedar mengeluarkan
biaya proyek saja tetapijustru akan memperoleh pendapatan yang cukup besar bila Pemda
dan wakil rakyat mengetahuitata caranya sebagai berikut ;
7. Untuk Boezem Morokrembangan yang sekarang luasnya sekitar 50Ha dengan tingkat
kedalaman tinggal reta-reta 0,5 sampai dengan 1,0 meter saja, daya tampung air
limbahnya hanya tingal sekitar 300.000 m3 .iika 50% dari Boezem (25Ha) diperdalam
menggunakan kapal keruk seharga Rp. 2 Milyar, maka kapasitasnya kan meningkat
menjadi 7,2 juta- m3 hingga 1,5 juta m3 bila diperdalam 4 sampai dengan 6 meter.
Hasil kerukan itu ditimbunkan pada 25He. Boezem di sebelahnya sehingga dalam
waktu 2 sampai dengan 3 tahun akan diperoleh lahan komersial yang stabil seluas
25 Ha yang aset  lahannya bern i la i  pa l ing sedik i t  Rp.  25 Mi lyar .
2. Untuk pantai timur di sebelah kiri dan kanan sepanjang j alnn outer ring road dibuat
2h,mal melintang dari selatan ke utara dimana kedua kanal itu selebar masing-masing
25 sampai dengan 50m, yang akan menghubungkan 6 sampai dengan 8 sungai yang
mengalir ke arah timur. Hasil kerukan dari pembuatan kanal itu dapat dimanfaatkan
untuk penimbunan lahan komersial di kiri kanan jalan outer ring road itu.
3. Normalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah kotamadya Surabaya termasuk kali
Surabaya, kali Mas dan kali Brantas. Perlu dicatat, di pantai timur yang merupakan
daerah delta sungai Brantas ada sekitar 400 sampai dengan 500 ha sedimentasi pasir
hasil letusan gunung Kelud yang berpotensi menghasilkan pasir bangunan nomor
1 denganjutaanm3 pasir kualitas nomor 1 (4juta m3 sampai dengan 5 juta m3 perhari
dengan nilai Rp. 40 Milyar sampai dengan Rp. 50 Milyar).
4. Normalisasi sistem irigasi dan drainase di seluruh wilayah kotamadya Surabaya.
Dengan bermodalkan 3 unit kapal kerukbuatanAmerika seharga Rp. 6 Milyar (3xRp.
2 mrlyar - Rp. 6 milyar) dengan posisi 1 unit untuk membuat Boezem baru di
pantai timur dekat kali Brantas, dengan hasil sampingan tambang pasir kualitas
nomor 1 serta 1 unit lagi untuk membuat 2kanal melintang di kiri Y'znan jalan outer
ring road, maka selama 5 tahun akan memperoleh hasil bersih tidak kurang dari Rp.
50 milyar atau Rp. 10 milyar reta-r^tatiap tahun.
Dengan sistem tersebut di atas dan dilengkapi dengan sistem pompanisasi Boezem
untuk menjaga keseimbangan evaluasi pasang surut maka banjir tahunan di wilayah
kotamadya Surabaya akan teratasi.
Dengan demikian disimpulkan bahwa :
1. PAD masih dapat ditingkatkan hingga menjadi sekitar 50% terhadap APBD.
2. Penanggulangan banjir di kotamadya Surabaya tidakhanya menengelamkan anggaran
tetapijustru akan memperoleh keuntungan yang cukup besar.
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3. Untuk peningktan APBD secara keseluruhan baik dari segi penerimaan maupun
dari segi efektivitas pengeluaran serte pengawasan, masih diperlukan sistem perbaikan
penarikan, seleksi penggunaan anggaran serta manajemen pemrintahan kota yang
kreatif dan inovatifyang harus segera dilaksanakan.
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